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BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR \q TAHUN 2012
TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,

Mcnimbang : a. bahwa berdasarkan Yeraturan Presiden Nomor 77
Tahun 2005 tentang Penctapan Pupuk Bersubsidi
Scbagai Barang Dalam Pengawasan dan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor
87/Permentan/SR.130/12/2011 tanggal 9 Desember
2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi
(HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
Tahun Anggaran 2012, dimana peranan pupuk sangat
penting  dalam  peningkatan  produktivitas dan
produksi  komoditas pertanian dalam rangka
mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, untuk itu
dalam upaya meningkatkan kemampuan petani dalam
penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya
subsidi pupuk ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada
huruf a diatas dan sesuai Peraturan Gubernur
Kalimantan Barat Nomor 03 Tahun 2012 tentang
Kebutuban dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi untuk  Sckior  Pertanian  di  Propinsi
Kalmantan  Barat  Tahun  Anggaran 2012,

maka
dipandang perlu untuk  mengatur Kebutuhan dan
Harga  Eceran Tertinggi Pupuk  Bersubsidi untuk

Scktor  Pertanian di Kabupaten Sintang Tahun

Anggaran 2012 ;

C. bahwa untuk melaksanakan maksud le
huruf a dan b di atas,
Bupati Sintang ;

. rscbut pada
perlu diatur dengan Peraturan

Mengingat ...



Mengingat

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penctlapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 353) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959  Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 36560)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999  Nomor 750,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4150) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 lentang
Pemeriksaan Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab
Keuangan  Negara  (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang ...
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10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang

1L,

133

15.

16.

17.

18.

’Perkcbunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Fahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 441 1) ;

Und;.mg—Undung Nomor 32 Tahiun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah
diubah beberapa  kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 ; (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Kecuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintuhan  Dacrah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) ;

Peraturan Pemcerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara
Republik  Indoncesia  Tahun 2001 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4079) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan Dan  Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan
Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang
Penctapan Pupuk Bersubsidi scbagal Barang dalam
Pengawasan ;

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor | Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 1) ;

19. Peraturan ...
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19. ggr(')a;url:zn Paerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun
Daeral nllfng Pembcn‘t}xkan Organisasi Perangkat
Kubupute \fl‘l?upatcn‘ Sintang  (Lembaran Daerah
Lemb: - =intang Taliun 2008 Nomor 2, Tambuhan

aran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) ;

20. ’P;'e;a(uran Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 25
BGE] un 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan
2“ anja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran
012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun
2011 Nomor 25) ;
MEMUTUSKAN :
Menclapkan I_\'l»‘,“U{‘J'l‘LrJH/\N DAN HARGA ECERAN TERTINGG! PUPUK
BL&RbUBSl‘DIV UNTUK  SEKTOR  PERTANIAN DI
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Dacrah adalah Daerah Kabupaten Sintang;

2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Dacrah;

3. Bupati adalah Bupati Sintang;

4. Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;

5, Camat adalah Camat se Kabupaten Sintang;

6. Kecamatan adalah Daerah Kecamatan se Kabupaten Sintang;

7. Pupuk adalah bahan kimia atau bahan organik yang berperan dalam

penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung

atau tidak langsung;

Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia,

8. . . . .
fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik
pembuat pupuk;

9 Pupuk Organik adalah pupuk yang scbagian besar atau scluruhnya

terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hcwa_n

ang telah melalui proses rekayasa, dapat bcrbe_ntuk padat at‘a\‘l cair
iang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat
fisik, kimia dan biologi tanah;

10. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman

| sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhe_l.n tanaman untuk
ﬁlcnéapui produktivitas yang optimal dan berkelanjutan,;

di adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya

. Pupuk bersubsi 7 N s LA .
a ditinta;niagukan dengun Harga [Sceran Terunggr yang ditetapkan di

penyalur resmi di Lini 1V; 12, Harga .




12.

13.

14.

15

16.

14

18.

19.

23.

£
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Harga Eceran Terti i
rggi : -~ :
Eceran Tertingg da;gig Yang selanjutnya disingkat HET adalah Harga

Pemerintah; harga Pupuk bersubsidji yang ditctapkan olch

yang dibutuhkan oleh petani, pekebun,

pertanian; atau udang pada sektor

Sektor Pertani. P
lanaman ‘;:i;':inn hctilzll'll’(:hl ewtor g Berkuitan dergad budidays
AN pangan, hortiky tura, perkebunan. hii
, Priling > e Jauan makanan ternak
dan bu(hdayu ikan dun atau udang; A
b

Petani ale 2

meig\lpaﬁd;ﬂdh perorangan  Warga Negara Indonesia yang
sUsahakan  lahan unwyk budidaya tanaman pangan dan

hortlkultura;

| . - !
Pekebu? adalah perorangan  Warga Negara Indonesia yang
mengubahaka_n/mengelola lahan sampai dengan seluas 2 (dua)
hektar sebagai usaha perkebunan;

b Lrtu nak  adalah perorangan - Warga  Negara  Indonesia yang
mengusahalkan  lahan  untuk budidaya tanaman hijauan pakan
ternak;

Pembud.idaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara
Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau
udang;

Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk An-Organik
(Urca, NPK, ZA, SP-36) dan pupuk organik di dalam negeri;

Penyalur di Lint 11 adalah Distributor  sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri  Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009
tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian ;

Penyalur di Lini IV adalah Pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor O7/M-DAG/PER/2/2009 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor

Pertanian;

Kclompok Tani adalah kumpulan petani, pekcbun, peternakl dan atfm
pembudidaya ikan dan atau udang yang dibentuk atas dasar
kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumberdaya dan.keakrab-im
untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha ekonomi anggota,

e initif Kebutuhan Kelompok tani yang selanjutnya
gii‘,?rfg;:t geexgl;?;() adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk
bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasar;{ aileal
usahatani yang diusahakan petani, pekebun, ];ete'm.ad an
pembudidaya ikan dan atau udang anggota kfflolrr'xpo tani dengan
rekomendasi pemupukan bherimbang spesilik lokasi ;

24, Komist ...
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(2)

(3)

(6)
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Komisi Pengawas
KP3 adalal‘% wadir; P{(upuk' dan Pestisida yang selanjutnya disingkat
oordinasi instansi terkait dalam pengawasan

pupuk dan pestisida -
Kabupaten ; yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat

R BAB II
RUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

Pupuk be sidi di

me‘;gus;;;}‘i:;‘(iéldlp?rUnLukkan bagi petani, pekebun, pelernak yang

keluarga petani‘ k::;‘:}‘i-‘asnyi:) Qd(dua) hektar sctiap musim tanam per
>CUL cmbudidaya i S e

luasnya 1 (satu) hektar. P idaya ikan dan atau udang scluas-

g;lppcﬁnbtir}il:j idi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak
erkeb bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura,
F unan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB 11
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

Alolfcasi pupuk bc_r:subsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan
berimbang  spesifik  lokasi  dengan mempertimbangkan usulan
kebutuhan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2011.

Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, dirinci menurut sub sektor Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran
bulanan, scbagaimana tercantum pada Lampiran 1, 11, U1, 1V dan V
Kceputusan ini, yang merupakan bagian yang udak terpisahkan dan

Peraturan ini.

bagaimana dimaksud pada ayat (2} Pasal

Alokasi pupuk bersubsidi se
rut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran

ini, dirinci lebih lanjut menu
bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupat.

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini,

Peraturan Bupati :
lambatnya pada akhir bulan Maret 2012.

ditetapkar sclambal-

bersubsidi schagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal

ini, agar mcmpcriwlikun usulan yang diajukan oleh petani, pckg:bun,

pctcrnfll{ dan pcmbudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK
< ’ - ! ’ .

yang disctujui oleh Petugas Teknis, Penyuluh atau Kepala Cabang

Dinas sctempat.

Alokasi pupuk

ana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, disusun atas
dasar rencand kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelgmpok tani sesual
rekomendasi pemupukan perlmbang spesifik lokast untuk tanaar?(an
pangan alau standar teknis untuk tanaman pe.rkeb‘uqin yac.;:lg ‘ an
dibeli oleh petant, pekebun, peternak, pembudidaya 1kan an atau

udang.

RDKK sebagaim

(7) Dinas ...
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(1)
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Dinas yz -

Dinas yank membicins anaman pangan, horsl, peterak

melaksanakan p"g,‘budld'dYa ikan dan atau udang setempat wajib

R lul:lesmdrl(,nallan l;epada kelompok tani untuk menyusun
B arcal usahatani dan atau ke an

pupuk di tingkat betani di wilhyahnya mampuan penyerap

Pasal 4

Pézl‘;ﬁrz;r;%an Jalfnkz.lsi kebptuhan pupuk bersubsidi di wilayah
Ka dp ((.vn,_ sc.baggxmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Pcraturan
ini, dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.

Reglokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih
lanjut olch Bupati.

Rpalokusi sehagaimana  dimaksud pada ayat (2) Pasal int dapat
diluksqrmlian terlebib dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas
Pertanian setempat, sambil menunggu penctapan olch Bupati guna
memenuhi kebutuhan petani di lapangan.

Apa}bila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan
berjalan  ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat
menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dan
alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau
sisa alokasi bulan sebelummnya sepanjang tidak mclampaui alokasi 1
(satu) tahun.

BAL IV
PENYALURAN PUPUK BIERSUBSIDI

Pasal S

pupuk bersubsidi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
Peraturan ini, terdiri atas pupuk An-Organik dan pupuk Organik yang
diproduksi dan atau diadakan olch produsen.

Produsen  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, khusus
antuk  pupuk An-Oreanik  yaitu P, Pupuk  kujang, PT. Pu‘pu.k
Kalimantan Thour, P Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokinna
Gresik.

Pasal 6

Pelaksanaan pengadaan dan pcnyuhlr;_m pupuk bersubsidi sampai kg
penyalur Lini 1V chlukulgm sc:s.um (dcngun ketentuan Men(t;‘:n
Perdagangan Nomor ()7/M—.I)VI\GIPEAR{Q/‘ZOO;).V tentang Pengadaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Scktor Pertanian.
bersubsidi untuk scktor pertanian di penyalur Lin
i atau kelompok tant dratar sebagat berikut N
lz\xj “ [;)iixt:\?tlxltllﬁ ‘ puptlxk bcrs_ubsidi di' ungkat penyullur Lini .lV
| berdasarkan RDKK sesual 'dengun wllayah Langggng J‘v_lw'db'nya. .‘al
b penyaluran pupuk scbagaimana dimaksud pada 'Y:‘gluf a Pd;h
. ini mempertimbangkun jumlah pupuk bCljSleS'l (1 ya_r.m'g te;
ditetapkan dalam Peraturan Menterl Pertaman yang dijabarkan
dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati.

Penyaluran pupuk

(3) Untuk ...
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(3) Untuk kelancaran pPenyaluran
atau kelompok tani sebagaima
Pemerintah Daerah Propinsi d
RDKK di wilayahnyaq,
pengalokasian pupuk bersyb
Pasal 3 ayat (2) Peraturan inj

pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani
na dimaksud pada ayat (2) Pasal ini,
an Kabupaten melakukan pendataan
scbagali  dasar  pertimbangan  dalam
sidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam

@ Oeptgmaiisfg Pemanfaatan  pupuk  bersubsidi  di  tingkat
Pemgll lf- ompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan
p bukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh. ‘

(5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani

dilakukan oleh petugas ; W :
L ; pengawas vang dit sebs: 7 2y ;
dari KP3 di Kabupaten, yang ditunjuk sebagai satu kesatuan

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

Peraturan ini, harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca
dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

(1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan ini,
distributor, dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan
pupuk bersubsidi saat dibutuhkan oleh petani, pckebun, peternak,
dan pembudidaya ikan dan atau udang di wilayah tanggungjawabnya
scsuail alokasi yang telah ditetapkan.

(2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini, perlu dilakukan flcksibilitas  penyaluran yang
dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Setempat.

(3) Bagi dacrah-daerah  yang penycrapan pupuknya telah melebihi
alokasinya atau tidak mampu menyerap pagu alokasinya, maka dapat
dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan

ini.
Pasal 9
(1) Penyalur di Lini IV yzmg ditunjuk harus mecnjual pupuk bersubsidi
scesuai Harga leceran Tertinggi (HET).

(2) Harga Lceran Tertinggl  (HIET) pupuk bcr:;ubsidi. scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea ..o = Rp 1.800,- per K’g
. Pupuk SP-30 ..o = Rp 2.000,- per Kg
c. PupukZA .......cco..oent dere s = Rp 1.400,- per Kg
d. Pupuk NPK ..o = Rp 2.300,- per Kg
e. Pupuk Organik ... = Rp 500,- per Kg

{3) Harga ...
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(3 Harga  Feeran Tertimggy (L)
dimaksud pada aya ()
40 (Empat Puluh) Kir ot
peckebun, peternak dan
Lint IV secara tangg,

pupuk  bersubsicdhi sebarmumana
asal i, dalam kemasan 50 (Lirna Pulub) kg,
au 20 (Dua Puluh) Kg yang dibel oleh petani,
Pembudidaya tkan dan atau udang di penyalur

‘ BARB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

])l-‘)(lll.‘;(-n \r\-l_j“) rm-l.nkuL;m [K'IH:IH[HH&H\ dan PO aWasan ig;rhu;_[,,;p
pcny(-d‘uum dan penyalurian pupuk bersubsidi da Lir | sarmpai Lim IV
schapamana diatur dalam Peraturan Mcnteri Perdagangan Nomor 07 /M-
DAG/PLER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penvulur;n Li"Upuk Bersubsidi
untuk Sektor Pertanian, ‘

Pasal 11

(1) KP3 habupaten  Sintang dibentuk  dan dietapkan  berdasarkan
Keputusan Bupati,

(2) KP3 Rabupaten Sintang scbagaimana ditnaksud pada ayat {1} Pasal g,
wajib melakukan pemantavan dan penpgawasan terhadap penvaluran,
penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wiluyahinyva dengan saling

berkoordinasi dan bekerjasama.

(3) KP3 Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugasnyva di bantu oleh
Penyuluh, Pengendalr Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat
lHama dan Penyadat (POME PHIP)

(1) KIP3 Kabuputen Smtarg scbagainani ditnaksud pada Pasal 11 avat (1)
Peraturan tm, wanb menvignpakan laporan hasil pemantauan dan
Perpawasan pupuk Lersubside de widayah Kegany a ke pada Bupat

(-“ Hup.nli W;ljlh “u,“\.‘”“l,.,,k..n L\l)ulun hastl p('umnlnudn dan

e npawasal |n||mk hersubsidi kepada Gubernng
ALY VI
LITENTUAN PERALIHAN

(1) Hal-hal yung belum diatur dan atau belum cukup datur dalam
l‘L"rullir'u'l Hu‘p LU, SCPAnjang mengendl teknes pelaksanaannya akan
I3 (S ’

diatur lebih lanjut oleh Bupau Smtang sesua ketentuan Peraturan

Perundangan-Undangan yallg berlaku.
att satu kesatuan dan bagian udak  terpisahkan

(2) Lampiran mertipak
denpgan Peraturan Hupate 1

I2isal 14
11 Sepal Ketentuan yang dintur dalam Peraturan Bupati i, mubar scjak
) luri;}' d 1 J;uulul'i-:sujnpui dengan 31 Desember 2012 Tahun Anggaran

2012. {(2) Dengan ...
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2) D
. Sie:tiiz l\ll)c?;}x?)&ulnly?r" Eerat‘uran Bupati ini, maka Peraturan Bupat
Tertinggi Pupuk B “‘ un 2011 tentang Kcbutuhan dan Harga Eceran
ersubsidi Untuk Sektor Pcrtanian di Kabupaten

Sintang Tahun Anggar: . !
lagi. ggaran 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

) BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
icratt‘lr?n Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
gar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan

Bupati ini d o ate i
Sin[zang. cngan pencmpatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten

Ditetapkan di Sintang '
pada tanggal (@ Pe® RunO~ 2012

£/BUPATI SINTANG, —%

/

{ MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang )
pada tanggal C Pet Rurla 2012

{ SEKRBETARIS,DAERAH KABUPATEN SINTANG, x4

7V LKIFL] HAJI ALIMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 33



